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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 30,
Pasal 34 ayat (5), Pasal 47, dan Pasal 56 Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional
dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
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Menetapkan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN REGISTER
NASIONAL CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan
Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,
agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur,
dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai
Cagar Budaya.

Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut
Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya
bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan
di luar negeri.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan,
struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk
diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di
luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register
Nasional Cagar Budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya
terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan
ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli
Cagar Budaya.

Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar
Budaya berdasarkan kepentingannya.

Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya
ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar
Budaya dari Register Nasional.
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Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan
Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan
Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.
Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap
Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial
dan kewajiban untuk melestarikannya.

Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan
dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang
kepada setiap orang lain atau kepada negara.

Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang
dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan
perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar
Budaya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian
dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat
kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan,
Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.

Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang,
masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau
badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2
Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
meliputi:
Pendaftaran ODCB;
pengkajian ODCB;
Penetapan ODCB;
Pencatatan Cagar Budaya;
Pemeringkatan Cagar Budaya;
Pengalihan Kepemilikan; dan
Penghapusan Cagar Budaya.

N
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

Ketentuan mengenai bagan alur penyelenggaraan
Register Nasional Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB II
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB
wajib mendaftarkan kepada bupati/wali kota tanpa
dipungut biaya.
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan
Pendaftaran.
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan mendaftarkan ODCB yang Dikuasai oleh
Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 4

Bupati/wali kota wajib melaksanakan Pendaftaran
ODCB.

Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten /kota.

Pasal 5

Pendaftaran ODCB yang dilaksanakan oleh gubernur
dalam hal ODCB yang didaftarkan:

a. berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau

lebih; atau

b. ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 6
Pendaftaran ODCB yang dilaksanakan oleh Menteri
dalam hal ODCB yang didaftarkan:
a. berada pada 2 (dua) wilayah provinsi atau lebih;
atau
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b. ditemukan di laut di atas dari 12 (dua belas) mil.
Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7
Pendaftaran terhadap ODCB yang dimiliki atau dikuasai
warga negara Indonesia yang berada di luar negeri
dilakukan oleh pemilik atau pihak lain yang diberi kuasa
kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Dalam hal di negara tempat ODCB berada belum
terdapat  perwakilan  Republik Indonesia  maka
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia yang
wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya mencakup
negara tempat ODCB berada.

Pasal 8

Pendaftaran terhadap ODCB milik pemerintah Indonesia yang
berada di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri kepada Menteri.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 9
Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan dengan mengisi formulir Pendaftaran secara
manual dan/atau elektronik.
Pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara
manual atas ODCB yang berada di dalam negeri
bertempat di organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
atau Direktorat Jenderal sesuai kewenangan.
Pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara
manual atas ODCB yang berada di luar negeri bertempat
di perwakilan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal, perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangan dapat membantu pengisian formulir
Pendaftaran yang dilakukan secara manual oleh Setiap
Orang.
Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara manual
ditindaklanjuti dengan memasukkan data secara digital
melalui aplikasi Pendaftaran oleh organisasi perangkat
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(6)
(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
Direktorat Jenderal, atau perwakilan Republik Indonesia
sesuai kewenangan.

Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara elektronik
dilakukan melalui aplikasi Pendaftaran ODCB.

Aplikasi Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Ketentuan mengenai format formulir Pendaftaran ODCB
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Formulir Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
a nama ODCB;
b lokasi ODCB;
c. identitas pendaftar;
d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
e. uraian singkat ODCB.
Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
harus disertai dengan:
a. fotokopi identitas diri pendaftar;
b. data ODCB;
c. dokumen pendukung; dan
d. ODCSB jika dapat dibawa.
ODCB yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d hanya untuk didokumentasikan dalam pengisian
formulir Pendaftaran ODCB secara manual.

Pasal 11
Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB,
serta Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, yang telah mengisi formulir Pendaftaran ODCB secara
lengkap mendapatkan tanda bukti Pendaftaran ODCB.
Tanda bukti Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak formulir Pendaftaran ODCB dinyatakan secara
lengkap.
Ketentuan mengenai format tanda bukti Pendaftaran
ODCB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 12

(1) Pendaftaran ODCB yang diterima di perwakilan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

(2) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal
sesuai kewenangan melakukan:

a. verifikasi data atau berkas;

b. dokumentasi ODCB; dan

c. penyusunan deskripsi ODCB,

berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi
Pendaftaran.

(3) Verifikasi data atau berkas, dokumentasi ODCB, dan
penyusunan deskripsi ODCB dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak pendaftar mendapatkan tanda bukti Pendaftaran.

(4) Verifikasi data atau berkas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir
identifikasi.

(5) Dokumentasi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dengan merekam data dan
mengolah hasil perekaman data objek Pendaftaran.

(6) Penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menguraikan
kondisi objek Pendaftaran secara lengkap.

(7) Hasil verifikasi data atau berkas, dokumentasi ODCB,
dan penyusunan deskripsi ODCB yang telah lengkap
berupa dokumen Pendaftaran ODCB.

(8) Ketentuan mengenai format formulir identifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format
dokumen Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 13
Dalam hal melakukan verifikasi data atau berkas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,
organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, Direktorat
Jenderal, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
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sesuai kewenangan dapat melakukan pengumpulan data
lainnya terkait ODCB.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Pasal 14

Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (7) disampaikan oleh organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
atau Direktorat Jenderal sesuai kewenangan kepada Tim
Ahli Cagar Budaya.

Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berbentuk cetak dan/atau digital.

BAB III
SISTEM DAN JEJARING PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 15
Fasilitas sistem dan jejaring Pendaftaran disediakan
pada:
a. pusat sistem dan jejaring; dan
b. bagian sistem dan jejaring.
Pusat sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibentuk dan diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal.
Bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan oleh perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan berdasarkan fasilitas sistem dan
jejaring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
Pusat sistem dan jejaring serta bagian sistem dan
jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
kesatuan sistem yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan Pendaftaran.

Pasal 16
Pemberian fasilitas sistem dan jejaring oleh Direktorat
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
dilaksanakan dengan menyediakan:
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a. aplikasi Pendaftaran;

b. program pengunggahan data; dan

c. program akses informasi hasil Pendaftaran.

Program pengunggahan data dan program akses
informasi hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ merupakan satu kesatuan
dalam aplikasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.

Pasal 17

Direktorat Jenderal menyediakan dan mengelola fasilitas
sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
melalui sistem informasi yang mudah diakses dalam aplikasi
dari layanan distribusi digital dan/atau laman resmi pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kebudayaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Program pengunggahan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan layanan
pengalihan atau penyampaian data pada aplikasi
Pendaftaran.

Program pengunggahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberikan kemudahan dalam
mengunggah data atau berkas ODCB.

Pasal 19
Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ merupakan
layanan informasi pada aplikasi Pendaftaran.
Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan
informasi aktual terhadap tahapan proses ODCB yang
didaftarkan.
Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian
kode akses kepada pendaftar saat melakukan
Pendaftaran melalui aplikasi Pendaftaran.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Jejaring

Pendaftaran

Pasal 20

Direktorat Jenderal memberikan akses penggunaan atas
aplikasi Pendaftaran, program pengunggahan data, dan
program akses informasi kepada:
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administrator yang terdapat pada Direktorat Jenderal;
dan

administrator yang membidangi dukungan administrasi
pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah provinsi,

dalam bentuk akun penyelenggara Pendaftaran.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 21
Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga
kerahasiaan data ODCB.
Data ODCB yang wajib dirahasiakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 22
Direktorat Jenderal melakukan peningkatan kompetensi
tenaga administrator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dalam bentuk:
a. bimbingan teknis;
b. pelatihan; dan/atau
c. pendampingan.
Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman
penggunaan aplikasi Pendaftaran, program
pengunggahan data, dan program akses informasi hasil
Pendaftaran.
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan wuntuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan dalam memberikan pelayanan Pendaftaran
di dalam penyelenggaraan Pendaftaran.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan untuk membantu kelancaran
proses penyelenggaraan Pendaftaran di tingkat pusat dan
daerah.
Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan
pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
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Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

(1) Evaluasi penyelenggaraan sistem dan  jejaring
Pendaftaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas
Pendaftaran.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Direktur Jenderal.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit dilakukan terhadap:
a. pengoperasian;
b. pemeliharaan;
c. pengamanan; dan
d. sumber daya manusia atau pengelola.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.
Pasal 24
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dilaporkan kepada Menteri untuk meningkatkan

Penyelenggaraan sistem dan jejaring Pendaftaran.

BAB IV
PENGKAJIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian terhadap
ODCB berdasarkan dokumen Pendaftaran yang
disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
atau Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan.

(2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. identifikasi;
b. Kklasifikasi; dan
c. penilaian kriteria ODCB.

(3) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menentukan:



2023, No.426

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar
Budaya; dan

b. peringkat Cagar Budaya.

Pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian

kriteria ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan pedoman tata kerja Tim Ahli

Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Wilayah Kerja Pengkajian

Pasal 26
Pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar
Budaya tingkat kabupaten/kota.
Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang
geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau
lebih dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat
provinsi.
Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang
geografis yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih dan
ODCB yang didaftarkan di luar negeri dilaksanakan oleh
Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali
kota, gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pengkajian

Pasal 27

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Tim Ahli Cagar Budaya menerima dokumen Pendaftaran
yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
atau Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan.

Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya
dapat dibantu oleh wunit pelaksana teknis, organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
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Pemerintah Daerah provinsi yang bertanggung jawab di
bidang Cagar Budaya.

Pasal 28
Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian melalui
sidang kajian secara daring dan/atau luring.
Dalam sidang kajian secara daring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bukti kehadiran anggota Tim
Ahli Cagar Budaya harus dapat dikonfirmasi dan
diverifikasi keabsahannya.

Pasal 29

Pelaksanaan sidang kajian dilakukan berdasarkan tata
tertib persidangan.

Tata tertib sidang kajian Tim Ahli Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal, kepala organisasi perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, atau kepala organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
provinsi sesuai kewenangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan sidang kajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Tim Ahli Cagar Budaya dapat mengundang
narasumber terkait sesuai dengan karakteristik ODCB yang
sedang dikaji.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 31
Pengambilan keputusan dalam sidang kajian
dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai
mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan
berdasarkan pemungutan suara.
Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika
dihadiri lebih dari %2 (satu perdua) dari jumlah anggota
Tim Ahli Cagar Budaya.
Dalam hal pengambilan keputusan dilaksanakan
berdasarkan pemungutan suara, jumlah Tim Ahli Cagar
Budaya yang hadir harus berjumlah gasal.
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Pasal 32

Tim Ahli Cagar Budaya menyusun naskah kajian dengan
kesimpulan ODCB sebagai Cagar Budaya atau bukan
Cagar Budaya.

Ketentuan mengenai format naskah kajian Tim Ahli
Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli
Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar
Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya
tingkat nasional ditemukan ODCB yang memiliki arti
khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi
tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar
Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya
tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat
nasional memberikan rekomendasi Penetapan status
dan/atau peringkat kepada bupati/wali kota, gubernur,
atau Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan
kewenangan.

Kriteria arti khusus dan tata cara pemberian
rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 34

Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) berupa ODCB sebagai Cagar Budaya,
Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli
Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar
Budaya tingkat nasional memberikan rekomendasi
kepada bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri sesuai
kewenangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang
pengkajian berakhir.

Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) berupa ODCB sebagai bukan Cagar
Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota,
Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli
Cagar Budaya tingkat nasional menyampaikan hasil
kajian kepada organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
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atau Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah sidang pengkajian berakhir.

Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal
menyampaikan surat keterangan bukan Cagar Budaya
berdasarkan hasil kajian kepada yang mendaftarkan
ODCB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil kajian
diterima.

Pasal 35

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli
Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar
Budaya tingkat nasional menyerahkan kembali dokumen
Pendaftaran yang telah diberikan dan digunakan dalam
pengkajian kepada kepala organisasi perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, kepala organisasi perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.

Penyerahan kembali dokumen Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya rekomendasi
hasil kajian.

Pasal 36

Ketentuan mengenai bagan alur kerja Tim Ahli Cagar Budaya
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

BAB V
PENETAPAN, PENCATATAN, DAN PEMERINGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan menetapkan status ODCB menjadi Cagar
Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya
melalui keputusan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
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Penetapan status dan penentuan peringkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim
Ahli Cagar Budaya.

Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat
Cagar Budaya hanya dilakukan 1 (satu) kali tanpa
membedakan lokasi keberadaannya di dalam wilayah
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai format keputusan Penetapan status
ODCB menjadi Cagar Budaya dan keputusan peringkat
Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 38

Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya
dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 menjadi dasar untuk melakukan Pencatatan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kedua
Penetapan Status

Pasal 39

Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar
Budaya melalui keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat
Cagar Budaya.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
a. identitas Cagar Budaya;
b. deskripsi Cagar Budaya;
c. kriteria Cagar Budaya; dan
d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar

Budaya.
Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat,
peta, dan/atau foto.
Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk,
bahan, dan/atau warna.

Bagian Ketiga
Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 40
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan menyampaikan Penetapan status dan
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peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan
Pencatatan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional
dari Menteri dengan melampirkan keputusan penetapan
status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 41

Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan menerbitkan:
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti

yang sah.
Ketentuan mengenai format surat keterangan status
Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar
Budaya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Dalam hal diputuskan terdapat perubahan peringkat
Cagar Budaya, Menteri atau gubernur sesuai
kewenangan melakukan Pencatatan ke dalam Register
Nasional.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tanpa mengubah nomor Register Nasional
terdahulu.

Pencatatan perubahan peringkat dilakukan dengan
melampirkan keputusan peringkat Cagar Budaya
terbaru.

Bagian Keempat
Pemeringkatan Cagar Budaya

Pasal 43

Keputusan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit
memuat:

a.

b
c.
d

nama Cagar Budaya;

alamat atau lokasi Cagar Budaya;

peringkat Cagar Budaya; dan

nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
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Pasal 44
Penetapan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 terbagi atas peringkat:
a. nasional,
b. provinsi; dan
c. kabupaten/kota.

Pasal 45
Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan
menyampaikan salinan keputusan Penetapan dan/atau
keputusan peringkat Cagar Budaya kepada Menteri.

Pasal 46

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan dapat melakukan perubahan peringkat
Cagar Budaya.

(2) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar
Budaya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(3) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar
Budaya oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi.

(4) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar
Budaya oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten /kota.

Pasal 47

(1) Perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
a. kenaikan peringkat; atau
b.  koreksi peringkat.

(2) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan perubahan kenaikan status peringkat
Cagar Budaya sesuai persyaratan Pemeringkatan.

(3) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara berjenjang dari:

a. tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi;
dan
b. tingkat provinsi menjadi tingkat nasional.

(4) Koreksi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan perubahan berupa penurunan status
peringkat Cagar Budaya sesuai dengan syarat
Pemeringkatan.
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Pasal 48

Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
didasarkan atas:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional,
Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan/atau Tim
Ahli Cagar Budaya tingkat kabupatenlkota; atau

usulan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkatnnasional,
Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli
Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota.

Pasal 49
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan melakukan evaluasi peringkat Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan:
a. perencanaan pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
b. kesesuaian persyaratan peringkat Cagar Budaya.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa laporan yang berisi urgensi dilakukannya
perubahan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 50
Usulan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan mengajukan
permohonan perubahan peringkat secara berjenjang.
Permohonan perubahan peringkat Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
a. bupati/wali kota kepada gubernur; dan/atau
b. gubernur kepada Menteri,
dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 51

Gubernur dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan

melakukan verifikasi dan analisis atas usulan perubahan

peringkat berdasarkan:

a. dokumen pendukung yang berisi latar belakang
pelaksanaan evaluasi dan hasil pengkajian Tim Ahli
Cagar Budaya sesuai kewenangan; atau

b. dokumen pendukung yang berisi latar belakang
pengajuan usulan dan hasil pengkajian Tim Ahli
Cagar Budaya sesuai kewenangan.

Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

hasil evaluasi atau usulan diterima.
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Pasal 52

Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 menjadi dasar pertimbangan melakukan
perubahan peringkat Cagar Budaya.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan analisis tidak
diperlukan perubahan peringkat, Menteri atau gubernur
sesuai kewenangan menyampaikan hasil verifikasi dan
analisis kepada pengusul paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak diputuskan penolakan perubahan peringkat Cagar
Budaya.

Pasal 53

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dilakukan berdasarkan pengkajian Tim Ahli Cagar
Budaya sesuai tingkat kewenangan.

Ketentuan mengenai pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan
Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pengkajian perubahan peringkat.

Pasal 54
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan melakukan penetapan perubahan peringkat
Cagar Budaya.

BAB VI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55
Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional
yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan
Kepemilikannya kepada negara atau Setiap Orang lain.
Negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 56
Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. masyarakat hukum adat; atau
d. Setiap Orang.
Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual,
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diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan
pengadilan.

(3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
Pengalihan  Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan setelah mendapatkan
izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan

Pasal 58

(1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengalihan
Kepemilikan Cagar Budaya mengajukan permohonan izin
tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan.

(2) Permohonan izin tertulis dilakukan secara manual atau
secara elektronik dalam sistem aplikasi.

(3) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada:

a. kepala  organisasi perangkat daerah = yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten /kota;

b. kepala  organisasi perangkat daerah = yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
provinsi; atau

c. Direktur Jenderal.

(4) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat:

a. cara Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (2); dan

b. alasan Pengalihan.

(5) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib dilengkapi dengan:

a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan

b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

(6) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan
izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
permohonan izin diterima.
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Ketentuan mengenai format permohonan izin Pengalihan
Kepemilikan Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran
IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 59
Permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan
verifikasi administratif sesuai dengan kewenangan oleh:
a. kepala  organisasi perangkat daerah = yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota; atau
b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan
pada Pemerintah Daerah provinsi; atau
c. Direktur Jenderal.
Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan dengan membentuk tim
verifikator yang bertugas memeriksa kelengkapan dan
menganalisis berkas yang disampaikan pemohon.
Verifikasi administratif dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 60

Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data pemohon
dengan data yang terdapat pada sistem Register Nasional
Cagar Budaya.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 61
Tim  verifikator = menyampaikan hasil  verifikasi
administratif kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangan.
Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota dalam mengeluarkan surat izin
Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan
surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada
pemohon.

Pasal 62
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 permohonan izin
Pengalihan  Kepemilikan Cagar Budaya terdapat
ketidaksesuaian data, pemohon harus menyesuaikan



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2023, No.426

23-

data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak hasil verifikasi administratif diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemohon tidak melakukan penyesuaian
data, tim verifikator menyampaikan rekomendasi
penolakan pemberian izin kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan
surat penolakan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya kepada pemohon.

Pasal 63
Surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya menjadi
dasar bagi pemilik lama Cagar Budaya dalam proses
Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada calon
pemilik baru Cagar Budaya.
Pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita
acara terhadap Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
yang dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan,
dihadiahkan, dijual, dan/atau diganti rugi.
Berita acara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. identitas pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar

Budaya;

b. nama Cagar Budaya yang dialihkan hak
Kepemilikannya;

c. tanggal dan tahun Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya; dan

d. tanda tangan pemilik lama dan calon pemilik baru
Cagar Budaya di atas materai.

Berita acara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti telah

beralihnya hak Kepemilikan dan penguasaan Cagar

Budaya dari pemilik lama kepada pemilik baru.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 64
Pemilik baru Cagar Budaya wajib melaporkan Pengalihan
Kepemilikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai kewenangan paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak berita acara ditandatangani oleh pemilik lama dan
pemilik baru Cagar Budaya.
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Pelaporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara elektronik melalui sistem Register Nasional.

Pasal 65

Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan

dengan melampirkan:

a. surat izin Pengalihan;

b. surat keterangan status Cagar Budaya; dan

c. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:

a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya
yang diwariskan,;

b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang
dihibahkan;

c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar
Budaya yang ditukarkan;

d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar
Budaya yang dihadiahkan;

e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang
dijual; atau

f.  surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk
yang diganti rugi.

Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui

penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan

Kepemilikan Cagar Budaya dilaksanakan dengan

melampirkan:

a. surat keterangan status Cagar Budaya;

b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan

c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dilampirkan sesuai dengan cara pengalihannya.

Pasal 66

Tenaga administrator melakukan verifikasi berdasarkan
laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dan
lampiran yang disampaikan oleh pemilik baru Cagar
Budaya.

Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan
Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diterima.

Tenaga administrator menyampaikan hasil verifikasi
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan untuk  menerbitkan  surat
keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya
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dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam
Register Nasional Cagar Budaya.

Penerbitan surat keterangan perubahan  status
Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik
Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak pengelola sistem Register
Nasional Cagar Budaya menyampaikan hasil verifikasi.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 67
Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan
Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi
Tim Ahli Cagar Budaya.
Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
a. musnah;
b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak
ditemukan;
c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga
kehilangan keasliannya; atau
d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar
Budaya.
Penghapusan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengubah status
Cagar Budaya dalam Register Nasional.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan tidak menghilangkan data dalam Register
Nasional dan dokumen yang menyertainya.
Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan terhadap Cagar Budaya peringkat
kabupaten/kota maka dengan sendirinya mengakibatkan
keputusan peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 68
Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan analisis
atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) berdasarkan dokumen pendukung yang
berisi keterangan kondisi Cagar Budaya.
Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
usulan Penghapusan diterima.
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Pasal 69

Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 disampaikan Direktorat Jenderal kepada
Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional untuk
melakukan pengkajian.

Ketentuan mengenai tata kerja pengkajian Tim Ahli Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai
dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap tata kerja pengkajian Penghapusan Cagar
Budaya.

Pasal 70
Hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat
nasional menjadi dasar bagi Menteri melakukan
Penghapusan.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui keputusan.
Dalam hal Penghapusan diusulkan gubernur atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1), Menteri menyampaikan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau
bupati/wali kota yang mengusulkan Penghapusan.

Pasal 71
Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan menerbitkan:
a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat
keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat
keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai
Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 72

Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register
Nasional Cagar Budaya dapat didaftarkan kembali
apabila:
b. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
c. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau penelitian

terdahulu.
Pendaftaran kembali Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 setelah menerima
rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai wilayah
kerjanya.
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Pasal 73
Ketentuan mengenai format keputusan Penghapusan Cagar
Budaya dan keputusan Pencabutan status Cagar Budaya
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 74
(1) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
a. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota;
b. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi; dan
c. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
(2) Tim Ahli Cagar Budaya bertugas:
a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang
didaftarkan;
b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 75

(1) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, tingkat
provinsi, dan tingkat nasional berjumlah gasal.

(2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota paling
sedikit berjumlah 5 (lima) orang.

(3) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi paling sedikit
berjumlah 7 (tujuh) orang.

(4) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional paling sedikit
berjumlah 9 (sembilan) orang.

(5) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:

a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

(6) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan melalui
keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangan.

Pasal 76
Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat
kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional selama
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 77
(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki
Tim Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim
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Ahli Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat mengajukan
perbantuan kepada:

a. Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan letak
kabupaten/kota;

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain yang
berada dalam satu wilayah provinsi letak Pemerintah
Daerah kabupaten/kota tersebut; dan/atau

c. Direktorat Jenderal.

Pemerintah Daerah provinsi yang belum memiliki Tim

Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli

Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (3) dapat mengajukan perbantuan

kepada:

a. Pemerintah Daerah provinsi lain; dan/atau

b. Direktorat Jenderal.

Pasal 78
Perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
dapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli
Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota atau tingkat
provinsi yang mengajukan perbantuan.
Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali.
Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan oleh Pemerintah Daerah tingkat
kabupaten/kota atau tingkat provinsi yang mengajukan
perbantuan.

Pasal 79
Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat
memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku
sebagai Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat
kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat nasional.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar
Budaya yang diperbantukan.
Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sesuai dengan masa berlakunya.

Pasal 80

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar
Budaya di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau
tingkat nasional, seorang ahli Cagar Budaya harus memenuhi
persyaratan:
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warga negara Indonesia;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat S (lima)
tahun; dan

memiliki sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya paling
singkat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa
berlakunya.

Pasal 81

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diberhentikan

apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter karena tidak dapat
menjalankan tugas;

d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat
menjalankan kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya;

e. masa berlaku sertifikat kompetensi ahli Cagar
Budaya sudah berakhir;

f.  tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan,;

g. melanggar ketentuan dalam keputusan
pengangkatan yang dikeluarkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangannya,;

h. diketahui terdaftar atau memiliki lebih dari 2 (dua)
keputusan yang masih berlaku sebagai Tim Ahli
Cagar Budaya pada waktu bersamaan;

i.  melanggar pedoman tata kerja Tim Ahli Cagar
Budaya; atau

j-  terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah ~memperoleh
kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
bersumber dari:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup
Pemerintah Pusat; dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
penyelenggaraan  Register Nasional pada lingkup
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Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN ODCB

FORMULIR PENDAFTARAN
OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB)

Nama ODCB 2| vess ist dengan nama ODCH yang akan didaftarkan-
Alamat ODCB : | ees -tst dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/ kampung/
dukuh, dan/stay ketersngan alamat lninnya

Desa/Kelurahan/yang | :|.... .is sesum alamat, misalnys “Desa Tanjung Mas® wtau

disebut dengan nama “Keturahan Purwokinanti®-

lain/yang setingkat

Kecamatan/yang

disebut dengan nama

lain/yang setingkat

Kabupaten/Kota D | eees -ini sesusd alamat, misatnys “Kabupaten Aceh Besar” atan

“Kota Javapura"

Provinsi -
Nama Pendaftar | eee. i dengan nama sesat Knrtu Tands Penduduk (KTP-
Nomor Induk | eees isi dengan NIK sesuas KTP-

Kependudukan (NIK)

Nomor Telepon

Nomor Ponsel (handphone) | : | .... .

Asal/Latar Belakang ;.| P dan tandal pada kotak yang servedia:
Pendaftar

Direktorat Jenderal Kebudayaan n)

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (2

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Provinsi 3)

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kabupaten 4

Organisasi Perangkat Dacrah Bidang Kebudayaan Kota (s

Kementerian/Lembaga Ncgai'a ()

Badan Usaha Milik Negara 7

Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Desa

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN 111
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR

BUDAYA

FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN ODCB

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB)

Nama ODCB

Nomor Induk ODCB

Waktu Pendaftaran | eaes -ist dengan tanggal, bulan, tahun-
Nama Pendaftar 3| eees -isd dengan nama sesusi KTP-
Nomor Induk D[ ees 1w dengan NIK sesuai KTP-

Kependudukan (NIK)

Asal/Latar Belakang : | -pilih dan tandai salah satu-
Pendaftar

Direktorat Jenderal Kebudayaan (1

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (2

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Provinsi 3)

Organisasi Perangkat Dacrah Bidang Kebudayaan Kabupaten )

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kota (5

Kementerian/Lembaga Negara )

Badan Usaha Milik Negara (7

Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Desa @

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

DOKUMEN PENDAFTARAN ODCB

I.  Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Benda
-Logo Organisas: Perangkst Daerah (OPD) bidang kebudayann atau

hidans tak
fon Lidang ke

DOKUMEN PENDAFTARAN

KAMA ODCB-
SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

nama OPD idang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-
tahun pendaftaran.

www.peraturan.go.id



2023, No.426

-40-
IDENTITAS BENDA
.. Nama ODCB .. isi dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikisi-
Nomor Induk ODCB +ev. -isi dengan Nomor Induk ODCH vang tercantum padi
sistem-

B. , Jenis jrandai pada kotak yang tersedia)

Prasasti/Inskripsi . Peralatan
Pertanian/Perkebunan
Peralatan Masak Peralatan Medis

Peralatan Rumah Tangga

Peralatan Perckam Audio
dan/atau Visual

Peralatan Musik Peralatan Spiritual
Senjata Fosil
Naskah Dekorasi Rumah
Rekaman Jam Dinding/Jam Almari
Kendaraan Alat Hitung
Citra Alat Pembayaran
Pakaian Arca
Aksesori Pakaian . Patung

. Perhiasan | Lukisan
Peralatan Permainan Nisan
Peralatan Seni Pertunjukkan Stempel

. | Peralatan Komunikasi Lainnya .... (sebuticn)

. Peralatan Tulis/Gambar

.| Sifat jandai pada kotak vang tersedial X b ..jSakral Profan

.| Tempat Penyimpanan

.| Alamat Tempat
Penyimpanan

1 eves s dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/
kampung/dukuh, dan/stau keterangen alamat lainnya-

Desa/Kelurahan/yang
disebut dengan nama
lain/vang setingkat

. +o -l sesurl alamat, misalnva “Desa Tanjung Mas® atau
*Kelurahan Purwokinant®-
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E Kecamatan/yang
disebut dengan nama
‘[ lain/yang setingkat
i Kabupaten/Kota D] eee. -i8t sesusl alamat, misalnys “Kabupaten Aceh Besar”
atau “Kota Jayapura®™
Provinsi
.| Ukuran dan/atau Luasan : | Panjang
<15t sesum dimenst ODCH- Lebar
Tinggi | B
Tebal
Diameter
Ketinggian D . -tinystakan  dalam
satuan  meter i atas
permukasn  laut,  khusus
benda tidak bergerak
Luas
Volume
Berat :
Kedalaman
Jarak titik U] vees -dmyatakan dalam
penemuan satuan mil-
ODCB dengan
garis pantai
terdekat
“husun ODCH yang
ditemulamn d laut, iss
dan tandai padi
kotak yang tersedia-
.. | 12 (dua belas) mil
> 12 (dua belas) mil
.| Bahan (ndai pada kotak yang tersedia)
Kayu .... | Rambut .... | Batu
Rotan .... | Daging ... | Prafosil
Bambu .... | Otot .... | Fosil
Serat ... | Tanduk .... | Logam
Daun ... | Cula .... | Kaca
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Kulit Kayu Paruh Tanah
...« | Karet Kuku Kapur
... | Getah Sutra Pasir
Bunga Katun Keramik
Kelopak Sabut Terakota
Buah Tempurung Lilin
Kulit Buah Lidi Aspal
Biji Karton Plastik
. | Tepung Duri Mika
. Gabus ..  Sisik Mineral
. | Tulang Karapas Poliester
- | Gigi Kerang Sintetis
oo Gading Siput Kombinasi
(sebutkan)
v Kulit Mutiara Lainnya
(sebutkan)
. | Bulu Karang
; H ! Hiasan/Ornamen (randai pada kotak vang tersedial
L . | Angka Abstrak Geometnis
‘ Huruf Tumbuhan Panorama
. | Inskripsi/Tulisan Vegemorfik Kombinasi ....
(sebutkan)
Manusia Binatang Lainnya ....
{sebutkan)
- | Antropomorfik Zoomorfik
' I. | Tanda yang Dimiliki
. | Tahun Pembuatan e
j Jika tabun tdak diketahul, dapat dilsi abad
| dapar dusi tahun atau abad mulai dibuat/dibangun
dan /atau selesai dibuat/dibangun
K.  Periode/Masa '+ | Prasejarah
(tundas pada kotak yang tersedial Klasik (Hindu-Buddha) -
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Islam

Kolonial

Kemerdekaan

Modern

| -pilih den tand i kep Penetapan Cagar Budaya
L. Status Penetapan Cagar f ?
Budaya

. | Sudah Ditetapkan

. Belum Ditetapkan

URAIAN

A. Deskripsi Objek < | 1w dengan urman deskrips: ODCH yang mencakup! (sesuakan
dengan ODCE)
= lokesi dan hngkungun
hubungan dengan ODCB lain
bentuk,
bahan,
teknolog /teknik pembuatan,
gaya)/ langgam,
cnamen,
warna,
dan lain sebaguinya, disertic sumber data-

' B. Kondisi Saat Ini + | -pilih dun tanda sesual kondist terkani ODCH yang akan didaftarkan-

. | Utuh

.. | Tinggal Sebagian

Musnah khusus usulan Penghapusan)

Hilang (khusus usulan Penghapusan)

... Berubah Wujud dan Gaya (khusus usulan
Penghapusan)

Penjelasan Kondisi I vov -is dengan urasn Kondist terkini ODCB secara rinci pada sant
| didakukan pendaftaran. Misalnya kondist Keutuhan, Kerusakan,
perubahan bentuk dan/atau gayva, dan lan sebaganya-

Pemeliharaan - -pilih dan tandw sesum kondist ODCH vang akan didaftarkan-

. | Terpelihara

. | Tidak Terpelihara

Riwayat Pemugaran + | pilih dan tandai sesusi kondisi ODCB yang akan didaftarkan-

| ODCB/CB
| Pernah Dipugar

| .... Belum Pernah Dipugar
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C. [ Sejarah

. cim dengan urasan scparah, di secara kronologis, lenghkap
dengan sumber data-

'D. E Status Kepemilikan l 4
i

veoe ~dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan
ying sali

'E. | Status Pengelolaan | :|....

F. Narasi Nilai [:
- Penting/Keistimewaan

v ees 381 dengan narass nilai penung/keistmewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A. Latar Belakang Usulan  :
' Penetapan

|

voes 2mt dengan urman yang melatarbelakang pendaftaran ODCB-

B. | Hasil Verifikasi

penjelasan

+ st dengan hasil verifikast yang telah dilakukan beserta

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Benda-

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka vang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-
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Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Bangunan
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“Logo Organisass Pumr Dufrah (OPD) bidang kebudayaan atau

an 1 ke 1)

DOKUMEN PENDAFTARAN

NAMA ODCH

SEBAGAL

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

“natn OPD bidang Kebudavaan atau
kementerian badung kebudavisan

-tahun pendaftaran-
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IDENTITAS BANGUNAN
\ﬁAI Nama ODCB 4 PETE «;;.::;.L..;. ODCB berdasarkan hasil verifikasi-
Nomor Induk ODCB {1 ... -ist dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada
sistem:
B.| Jenis panda pads kotak yang tersedial
Tempat Tinggal .... | Puskesmas
Penginapan .... | Rumah Sakit
Rumah .... | Kantor
Ibadah oo | Mausoleum
Masjid - Observatorium
., Musholla TGudang
| Katedral ... | Museum
Gereja .... | Galeri
Kapel .... | Sanggar
Wihara .... | Teater
Pura .... | Rekreasi
Penjara .... |Olahraga
Industri ... | Stadion
Pabrik .... | Gelanggang
‘ | Militer ~.... | Pusat Kebugaran
I Barak = Bangunan Kelas
Kelenteng .... | Laboratorium
Perdagangan .... | Perhubungan
Warung .... | Bengkel
Toko ... | Mercusuar
Rumah Toko .... | Bangunan Utama Pelabuhan
Pertokoan .... | Bangunan Utama Stasiun
Sosial .... | Bangunan Utama Terminal
o Gedung Pertemuan .... | Bangunan Utama Bandara
.. Budaya ... | Pendidikan dan llmu
| Pengetahuan
Kesehatan .... | Pertahanan Garis Depan
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Klinik ... | Lainnya .... (sebutkan)
Candi
.| Sifat nandai pada kotsk yasg tersedin) | @ | ... | Sakral .... | Profan
.. Alamat + | veer s dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/
kampung/dukuh, dan/ateu keterangan alunat lamnnya-
Desa/Kelurahan/yang | : ... s sesuai alamat, misalnyi “Desa Tanjung Mas™ atay
disebut dengan nama “Kelurahan Puswokinant®
lain/vang setingkat
Kecamatan/vang
disebut dengan nama
lain/yang setingkat
Kabupaten /Kota | ee. is sesual alamat, misalnya “Kabupaten Aceh Besar®
e “Kota Jayapura®
[ Provinsi
.| Koordinat Tengah | eers -dapat difse dengan formm Universal Transverse Mercator
(UTM) atau Degree Minute Second (DMS), misalnya 7°9'16,35°
Ls 11173526,96° BT, khusus bangunan, struktur,

lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/ kawasan-

. Ukuran dan/atau Luasan |: Panjang

‘s sesua dimens ODCB- Lebar

Tinggi

Tebal

Diameter

' Ketinggian t | iees dinystakan dalem satusn
meter di atas permukiaan laut-

Luas
Bangunan

Luas Lahan

Jarak utk i | <ee dinyatakan dalam satuan
penemuan ik

ODCB dengan
garis pantai
terdekat

~khusus ODUB yang
ditemukan di laut, is
dan tandm pada
kotak yang tersedu-
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... | £ 12 (dua belas) mil

T

L

= 12 (dua belas) mil

G.| Bahan pandai pada kotak yang rersedia)

Kayu Batu

Bambu Karang

Tanah . Kombinasi .... (sebutkan)
Bata ‘- Lainnya .... jsebutkan)
Beton Bertulang

H. Hiasan/Ornamen panda pada ketak vang tersedia)

. | Geometris

g : Angka Abstrak
|
| ... | Huruf Tumbuhan Panorama
5 Inskripsi/Tulisan Vegemorfik Kombinasi ...
|sebutkan|
|.... | Manusia Binatang Lainnya ....
| {sebwuticnn)
I | ... | Antropomorfik Zoomorfik
| ——
l. | Bentuk Atap frande paca kotak yang tersedia)
Tumpang Pelana Menara
Kubah Limasan Lainnya ....
Iscbutkan)

J. | Batas-batas

LUtara

Timur

Selatan

Barat

K.| Tahun Pembuatanf
Pembangunan

yika tahun tdak diketahud, dapat dissi abad

dapal diiss tabun atau abed muls diboatdibangen
dan fatan selesal dibuat/ dibangun

L. | Periode/Masa

Prasejarah 1
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itandas pada kotak yang tersedia) Klasik (Hindu-Buddha)

Islam
Kolonial
Kemerdekaan
Modern

' M. Status Penetapan Cagar | ‘Pilih dan tandai sesuai keputusan Penctapan Cagar Budaya
| yang masih berlaku«
Budaya
.... | Sudah Ditetapkan
.... | Belum Ditetapkan
URAIAN
A. | Deskripsi Objek t | ... 1%t dengan uraian deskripsi ODCB vang mencakup! (sesualkan
dengan ODCA)
- lokasi dan lingkungan
< hubungan dengan ODCB lain
bentuk,
bahan,
teknologl /teknik pembuatan
gaya/langgam,
ormamen,
i Warna,
~  dan lan sebaganya, disertai sumber data-
B.  Kondisi Saat Ini <[ ~pilih dan tanda sesuai kondisi teriini ODCB yang akan didaftarkan-
’ .... | Utuh
.... | Tinggal Sebagian
Musnah (khusus usulan Penghapusan)
Hilang ihusus usulan Penghapusan)
Berubah Wujud dan Gava khusus usulan
Peaghapusan)

Penjelasan Kondisi - Kondisi terkini ODCB tinci pads sast
dilikukan pendaftaran. Misalnya kondist keutuhan, kerusakan,
perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lam sebagainya-

Pemeliharaan + | pilih dan tandas sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-

.... | Terpelihara
. | Tidak Terpelihara
| Riwayat Pcmugaran ] ¢ | -pilih dan tanda sesua kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
; ODCB/CB
.... | Pernah Dipugar
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. | .... Belum Pernah Dipugar

C. Sejarah Tl sl dengan uralan sejarah, disusun secara kronologis, lenghap
dengan sumber data-
D. i Status Kepemilikan :| i -dibukiiken dengan melampirkan salinan bulti kepemilikan
| yang sah

'E. | Status Pengelolaan  |: | ...

F. | Narasi Nilai
' Penting/Keistimewaan

seee 1% dengan narasi nilal penting/keistimewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A. Latar Belakang Usulan | : | .... -is dengan urassn yang melatarbelakangs pendaftarsn ODCB-
- Penetapan
|
B.  Hasil Verifikasi 3| oes -isi dengan has verifikasi yang telah dilskukan beserta
penjelasan-

-Halaman Lampiran D;l_(umen Pendaftaran ODCB Berupa Bangunan-

Halaman:
DAFTAR PUSTAKA

-ist dengan daftar pustaka vang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-
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Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Struktur

2023, No.426

Logo Organisas: Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan atau
kemeenterian bidang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCB-
SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

-neamsa PD badang kebudayaan alau
kementerian bidang kebudayann-

-tahiuan pendaltaram-
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IDENTITAS STRUKTUR
A. Nama ODCB ++-+ +ist dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikuss-
l Nomor Induk ODCB © 1 ies i dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada
| [
' B.| Jenis (andai pada kotak yang tersedia)
|« | Struktur Tugu
Sumur Gapura
Kapal Selam Monumen
Kapal Pagar
Pesawat Tiang
Saluran Air Lantai
Dermaga Umpak
. | Terowongan Jembatan
Gua Buatan Makam
Menara Struktur Jalan Rel
Bendungan Jalan
Pondasi Lainnya .... {sebutkan)
Punden Berundak
C.| Sifat panda pada kotak yang tersedia) v Sakral Profan
D.| Alamat I | vver I8t dengan nwma jalan, nomar, RT, RW, dusun/
kampung/dukuh, dan /atau keterangan alamat lainnya-
| Desa/Kelurahan/yang . am ya “Desa Tanjung Mas” atau
' disebut dengan nama | | Kelurahan Purwoldnane™
' lain/yang setingkat
| Kecamatan /yang
disebut dengan nama
lain/yang setingkat
Kabupaten/Kota vevs -isi wesusl alamat, misalnya “Kabupaten Aceh Besar™
| wau “Kota Jayapura’-
Provinsi P
E. , Koordinat Tengah vvvy -dapat diis: dengan format Universal Transverse Mercator
(UTM) aau Degree Minute Second (DMS), misalnya 79 16,35
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LS - 111"352696° BT, khusus bangunan, struktur,
lokasi/ situs, dan satuan ruang geografis/ kawasan -
.| Ukuran dan/atau Luasan | : | Panjang :
-t sesum dimens ODCB. | Lebar
Tinggi
Tebal
Diameter
Ketinggian i eee. dinyatakan dalam satuan
meter ¢i atas permukaan laut-
Luas Struktur
Luas Lahan
Volume
Berat
Kedalaman 3 .
Jarak titik | iii. -dinystakan dalam satuan
penemuan woll-
- ODCB dengan
: garis pantai
terdekat
“khusus ODCB yang
ditemukan di laut, ist
dan tandm pada
kotuk yang tersedia-
. s 12 (dua belas) mil
> 12 (dua belas) mil
.| Bahan panda pada kotak yang tersediaj
Kayu .... | Karang
. Bambu .... | Besi
Tanah .... | Baja
Bata ....  Karbon
Beton Bertulang .... | Kombinasi ..., (sebutkan)
Aluminium .... | Lainnya .... (sebutkan|
Batu
.| Batas-batas
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Utara

1 Timur

Selatan

! Barat

I. | Tahun Pembuatan/
| Pembangunan

jika tmhun tdak diketahu, dapar dissi abad

=  dapat diisi tahun atau absd muls dibuat (dibangun
dan /atay selesai dibuat/ dibangun-

J. | Periode /Masa

Prasejarah

| e peardis kotuk yang tersedial

Klasik (Hindu-Buddha)

Islam

Kaolonial

Kemerdekaan

Modern

Budaya

T
K. Status Pener.apa.n [Zagar | -pilih dan tandai sesual keputusan Penetapan Cagar Budayva yang
| masiy berlaky -

.. Sudah Ditetapkan

Belum Ditetapkan

------

URAIAN

=« 151 dengan uraman deskripsa ODCE vang mencakup: (sesaaikan |

ieny

gan DDCH)
Inkasa dan lngkungan
hubungan dengan CDCH lain
bentuk,

ahan, |
teknologi / teknik pembuatan |
gava langgam, |
OFfamen,

WAITIA,

dan lain sebagainya, diserial sumber data-

' B. | Kondisi Saat Ini

-pilih dan tandai sesuad kondis terkini ODCE yang akan didaftarkan-

Utuh

| Tinggal Sebagian

.. | Musnah (khusus usulan Penghapusan)

Hilang jkhusus usulan Penghapusan)

Berubah Wujud dan Gava mhusus usulan
Penghapusan]
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Penjelasan Kondisi vees -i83 dengan uratan kondist terkini ODCH secara rinci pada saat
didakukan pendaftaran. Misalnva kondist kKeutuhan, kerusakan,
perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagamya-

Pemeliharaan + | -pilih dan tandas sesual kondist ODCB yang akan didaftarkan-
. | Terpelihara
. | Tidak Terpelihara
Riwayat pemugamn -pilih dan tandat sesual kondisi ODCB vang akan didaftarkan-
| ODCB/CB
| ... | Pernah Dipugar
’ .... | Belum Pernah Dipugar
G Sejarah t | eee. ist dengan urman sejarah, disusun secarn kronologls, lengkap
dengan sumber dista
D. | Status Kepemilikan | ves -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukt kepemilikan
yang sah-
E. Status Pengelolaan | : ...
F. | Narasi Nilai P vaes -is dengan narasi nil penting/ kerstimewsan ODCB-

Penting/Keistimewaan

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A. Latar Belakang Usulan ;| ... s dengan uralan yang melatarbelakang pendafaran ODCB-
Penetapan
B. | Hasil Verifikasi t |, -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta
penjelasan-
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-Halaman Lampi-ran Dcr.l.-m-rm.;,n .F;e.:-m-a.ft-a..ra;n ODCH Berupa Struktur-

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-igi dengan daftar pustaka vang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-
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IV. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Lokasi/Situs

[ -Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adang kebudayaan atau
|
|

kementerian bidang kebudayaan -
DOKUMEN PENDAFTARAN

‘ -NAMA ODCH-
‘ SEBAGAL
[

SITUS CAGAR BUDAYA

nama OPD bidang kebudayaan atau
kementeran bidang kebudayaan
-tahun pendaftaran-
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| A.| Nama ODCB [ ] .es -is: dengan nama ODCE berdasarkan hasi verilikas-
L |

-58-

IDENTITAS LOKASI/SITUS

Nomor Induk ODCB

. «isi dengan Momor Induk ODCH yang tercantum pada
si%1Em-

B. Jenis nandai pada kotak yang tersedin)
Permukiman Lingkungan Purba
Perindustrian Pemerintahan
.... | Peribadatan Kombinasi .... [sebutkan)
T
I Militer | Lainnya .... (seburkan)
C| Sifat jrandus pads kotak yang Sakral ... | Profan
TETsbilial
D/ Alamat . -isi dengan nama jolen, nomer, BT, RW, dusun/
kampung/dukuh, dan/atau keterangan alamat lainnya-
| Desa/Kelurahan/vang . -isi sesuai alamar, misalnya "Desa Tanjung Mas® atau
| . g -
! disebut dengan nama | | “Kelurahan Purwolinani
lain/yang setingkat
| Kecamatan /yang
| disebut dengan nama
lain/yang setingkat
Hﬂhupﬂtﬂﬂf Kota E . -is sesumd alamat, misalnya “Kabupaten Aceh Besar” atau
“Kota Jayapura”-
Provinsi
1
E. Koordinat Tengah vaes -dapar dissl dengan format Universal Transverse Mercator
[LTM) atau Degree Minute Second (DMS), misalnya T°0'16,35°
LS - 111"35°2696° BT, khusus bangunan, strukiur,
lokensi/situs, dan satuan ruang geografis/ kawasan-
| F.| Ukuran dan/atau Luasan Panjang
-151 I!ﬂ..;.;i :J.mmu QDCH- LE bﬂ.r
| Diameter
| Ketinggian ! e (dinyetakan  dalam
| satuan  meter  di  aias
permukaan laut)
Luas
Lokasi/Situs
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' Jarak titik Y T ——
penemuan satuan mil-

ODCB dengan
garis pantai
terdekat

khusus ODCB yang
ditemukan di laut, isi
dan tandw pada kotak
vang rersedin-

< 12 (dua belas) mil

> 12 (dua belas) mil

- G. Batas-batas

' Utara

Timur

Selatan

Barat

H. Tahun Pembuatan/

‘ Pembangunan

l

ikt tuhun tiduk diketahut, dapat disi abad

= dapar disi tahun atau abed mulas dibuat/dibangun
dan/ wau selesal dibuat/dibangun

I.  Periode/Masa

Prasejarah

(tandid pada kotak yang tersedia)

Klasik (Hindu-Buddha)

Islam

Kolonial

Kemerdekaan

Modern

J.| Status Penetapan Cagar
Budaya

~pelihy dan tanda sesurl keputusan Penetapan Cagar Budaya
yang mash berlaku-

Sudah Ditetapkan

Belum Ditetapkan

“lokasi

Jika sudah ditetapkan disebut sebagal “Situs Cagar Budaya”™, namun jika belum ditetapkan disebut
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K. Status Cagar Budaya yang | P dan tundai sesusl kep Penctapan Cagur Budays
berada di lokasi/Situs Cagar FR s e
Budaya

Ir Benda Cagar Budaya ! ... |Sudah Ditetapkan

| .... | Belum Ditetapkan

] Bangunan Cagar Budaya :|.... | Sudah Ditetapkan

Belum Ditetapkan

Struktur Cagar Budaya | .... | Sudah Ditetapkan

Belum Ditetapkan

URAIAN

A. Dcskripsi Objck s | e -isl dengan ursian deskitpst ODCB yang mencakup: (sesuaikan
dengan ODCH|
< lokes: dan lngkungan
hubungan dengan ODCH lain
bentuk,
bahan,
teknolog |/ teknik pembuatan
|+ saya/langgam,
- ornamen,
warna,
dan hun scbagninya, disertal sumber data-

B. Kondisi Saat Ini & [ T Gl Tl Sl Soricial Ml DU yuing slenn Sinfioriutnrs
| ... | Utuh
| .... | Tinggal Sebagian

l .... | Musnah xn lan Penghap

Hilang (khusus usulan Penghapusan)

.... | Berubah Wujud dan Gaya khusus usulan
I Peaghapusan)

Penjelasan Kondisi veve IS0 dengigs uriian kondisé terkini ODCH secara rinci pada saat
dilalukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, Kerusal
perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebaginya-

Pemeliharaan : -pilih dan tandad sesual kondis ODCB yang akan didaftarken-

... | Terpelihara
.... | Tidak Terpelihara

C. Scjarah Ul eess s dengan uridan sejarah, disusun secara kronologis, lengkap
dengan sumber data-

D.  Status Kepemilikan | 5| wene -dibukkn dengen melampirkan salinan buku kepemilikan
| | viang sah-

| S—
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' E. | Status Pengelolaan

F. | Narasi Nilai : | e dw dengan narasi ndlad penting/ keistimewsan ODCB-
Penting/Keistimewaan

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A. | Latar Belakang S| L. s dengan urmian vang melatarbelakang pendaftaran ODCB-
' Usulan
Penetapan
|
B. | Hasil Verifikasi | : | ..., -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta penjel

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Lokasi/Situs Cagar Budaya -

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-1s1 dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-
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V. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Satuan Ruang
Geografis/Kawasan

[ -Logo Organisasi Peranghkat Daerah (OPD) bdang kebudiyman atau ]
kementenan bulang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCE-
SEBAGAI

KAWASAN CAGAR BUDAYA

-nima OPD bidang kebudayamm atm
kementerian bidang kebudayaan-
-tahun pendaftaran
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IDENTITAS SATUAN RUANG GEOGRAFIS/KAWASAN CAGAR BUDAYA

A.| Nama ODCB . -isi dengan nama ODCH berdasarkan hasil verifikos-
Nomor Induk ODCE .. -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada
BAKICM-
| B.| Jenis tandai pada kotak yang tersedsa)
Hunian ! .... | Perindustrian
Percandian Pertambangan
.. | Pekuburan/Pemakaman Kota Lama /Kota Tua
Peribadatan Kombinasi .... [sebutkan)
Pertempuran Lainnya .... isebutkan)
C.| Sifat iandai pada kotak yang 1ersedia) | . | Sakral oo | Profan
D.| Alamat veee -1l dEngan nama jalan, nomor, KT, BW, dusun/
kampung/dukuh, dan/atau keterangan alamat linnya-
I DEBE.I"KEIL'II'BhH-ﬂ ,F].-'ang . i sesual alamar, misalnva “Desa Tanjung Mas® atau
disebut dengan nama | | “Kelurshan Pureoldnant™
lain /yang setingkat
Kecamatan /yang
disebut dengan nama
| lain/yang setingkat
| kabupaten/ Kota . -tsi sesuai alamal, misslnva “Kabupaten Acel Besar®
atau “Kota Jayapura®-
Provinsi -
| -
Ei Koordinat Tcngﬂh I F -dapat diist dengan format Universal Transverse Mercalor
i (UTH™) avau Degree Minute Second (DM, misalnys 779 16,35°
LS 1107352696 BT, khusus bangunan, struktur,
| | lpdoasy )/ situs, dan satuan ruang geografis | knwasan-
F.| Ukuran dan/fatau Luasan Panjang
181 sesum dimens ODCB- Lebar
Ketinggian | iee. [dinyatakan dalom satuan
mieter di atas p-trmukm laait]
Luas
Kawasan ;
| Jarak titik : I vies  -khusus ODCB  yang
| penemuan | divemukan di last-
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| ' | ODCB dengan

garis pantai
terdekat

(. Batas-batas

Utara
Timur
Selatan

Barat

H.| Tahun Pembuatan/
Pembangunan jika tahun tidak diketahus, dapot dist abad

dapat dis tahun atsu abad mula dibuat/dibangun
dan /atau selesa dibuat /dibangun

1. | Periode/Masa : | Prasejarah

ltandai pada kotik yang tersedial Klasik (Hindu-Buddha)

Islam
Kolonial

Kemerdekaan

Modern

J.| Status Penetapan Cagar | | -Piih dan tsndai sesui keputusan Penetapan Cogar Budays

Budaya e
.... | Sudah Ditetapkan
. | Belum Ditetapkan
Jika sudah ditetapkan disebut sebugai “Ki Cagar Budaya”, jika belum ditetapkan disebut
*SatuAn ruang geografis™

| Status 2 (dua) Situs Cagar Y ‘pilih dan tandai sesum keputusan Penetapan Cagar Budaya yang

Budaya atau lebih yang RIS

letaknya berdekatan di

satuan ruang geografis/

Kawasan Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya 1 .... | Sudah Ditetapkan
| Belum Ditetapkan
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Situs Cagar Budaya = ... Sudah Ditetapkan

l .... | Belum Ditetapkan

URAIAN

A. | Deskripsi Objek | «e.. -isi dengan uraian deskripsi ODCH yang mencakup: (sesunikan
dengan
= Jokam dan lingkungan
< hubungan dengan ODCH lain

bentuk,

bahan,

o / teknik pemntby

gaya/langgam,

omamen.,

warnu,

= dan lun sebagainyi, disertal sumber data-

B.  Kondisi Saat Ini + | -pilih dan tandal sesuas kondis terkini ODCB yang akan didaftarkan-
Utuh

Tinggal Sebagian

Musnah (khusus usulan Penghapusan)

Hilang ikhusus usulan Penghapusan)

. | Berubah Wujud dan Gaya tkhusus usulan
Penghapusan)

Penjelasan Kondis: ceee -ts dengan urmian kondis terkini ODCB secara rinci pada sant
dilakukan pendaftaran. Misalnys kondis keutuhan, kerusakan,
perubahan bentuk dan/stau gava, dan lain sebagainya-

Pemeliharaan « | -pilih dan tandm sesuai kondis ODCH yang akan didaftarkan-
.. | Terpelihara

.... | Tidak Terpelihara

C. Sejarah V| eses 7w dengan urman sejarah, disusun secara kronologs, lengkap
dengan sumber data-

D. Status Kepemilikan ] i | ve. -dibuktiken dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan
| vang sah

E.  Status Pengelolaan ' :] ...

F. | Narasi Nilai H IR T i nilai
Penting/Keistimewaan

waan ODCB-
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URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A. | Latar Belakang
Usulan

Penetapan

«ve- -i8l dengan uralan vang melatarbelakang pendaftaran ODCE-

B. | Hasil Verifikasi

+. -i5i dengan hast] venifikasi vang telah dilakukan beserta penpelasan-

HaJaTman L-a-:.:npimn bnu;kumen Pendaftaran ODCB Berupa Satuan Ruang
Ceografis/ Kawasan Cagar Budaya -

DAFTAR PUSTAKA

-isi d:ng;an daftar pustaka vang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR

BUDAYA

FORMAT NASKAH KAJIAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA ... -numa kabupaten /kota, provi

NASKAH KAJIAN PENETAPAN/PEMERINGKATAN /PENGHAPUSAN

-NAMA ODCB/CB-

SEBAGAI

-KATEGORI CAGAR BUDAYA-

~tanggal, bulan, dan tahun rekomendasi-
oot Nasiah Red P
Misalnya, “Dokumen Nomor: Be-0001 /TACB-DKI/17/03/2022%

Keterangan;

Be Benda

Ba Bangunan

= Struktur

S Situs

Ka Kawasan

0001 :  Nomor Urut Rekomendasi
TACB-DKI :  Nama Tim Ahli Cagar Budaya
17 ¢ Tanggal Rekomendasi

03 Bulan Rekomendasi
2022 Tahun Rekomendasi
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HASIL KAJIAN
-NAMA ODCB/CB-
| IDENTITAS |
st dengan  kategor:  Cagar 2: ..... nama ODCB/CH
Budaya, musalnys “Henda Cagw
Budaya®, “Bangunan Cagar Budaya”,
dan sebagainys l
Nomor Induk ODCB ] dengan Nomor Induk ODCH yang tercantum pada
l ssem
Nomor Register Nasional cear s dengan Nomor Regster N | yang
{khusus rekomendast Pemeringkatan proju stxieen
atau Penghapusan)
|Jenis | veer -isd berdasarkan jenis ODCH/CH, musalnya *Prasast™
(benda). “Stasiun Keretn Api® (bangunan|, ‘“Jembatan®
(strukeur), “Punden Berundak® (lokasi/situsj, “Kota Tua®
‘ [satuan runng grogrufis/ kewassr)-
L —
Tempat dan Alamat vers “Khusus ODCB/CB kategor: benda
‘ Penyimpanan
I Alamat veee i8¢ dENgAn nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/
kampung/dukub, dan/atau gan alamat lainmy
| Desa/Kelurahan/yang | :| .... - sesuai atamar. misalyn “Desa Tanjung Mas® atau
disecbut dengan nama || “Relurahan Pursolanant™
lain /yang setingkat
T Kecamatan/yang
‘ disebut dengan nama
lain/vang setingkat
Kabupaten/Kota ceer isk sesual al “Kab Aceh Besar”
' atau “Kota Jayapura®
Provinsi
Koordinat Tengah vers ist dengan formar Unisersal Tronsverse Mercator (UTH)
atau Degroe Minute Sevond (DMS], misalnya 7'9'16,35° LS -
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dan satuan ruang geografis/Kawasan -

1117352090 BT, kKhusus Dangunan, strukiur, iokasi/ sstus,

Ukuran dan/atau Luasan

. Panjang

s wesual dimensl ODCH, CB-

Lebar e

Tinggi

Tebal

Diameter ] Pane

Ketinggian (mdpl) | | ...

Luas

Volume sliwn

Berat $lean

Kedalaman

Jarak titik 4 B
{ penemuan satuan mil-
- ODCB dengan
garis pantai
terdekat

-khusus ODCBH/CH yang
ditemukan ds lsut-

< 12 (dua belas) mil

> 12 (dua belas) mil

" Batas-batas (khusus bangunan. struktur, lokasi/ situs, dan satuan ruang geografis/kawasan)

Utara

Timur

Selatan

Barat

' Tahun/Abad Pembuatan/
' Pembangunan

jika tahun tidak diketahui, dapst diisi abad
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- dapat dusi tahun atau absd mulu dibuat/dibangun
dan/atau selesas dibunt/dibangun

Periode/Masa

d Prasejarah

(tandas pada Kotak yang tersedin

‘Klasik (Hindu-Buddha)

Islam

Kolonial

Kemerdekaan
Modern

Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/Situs Cagar Budaya
“Khusus ODCH/CB berupa lokasi/Situs Cager Budaya, Pilib dan tandad sesuni keputusan Penetapan Cagar

Budiys yang masih beriaku-
Benda Cagar Budaya Sudah Ditetapkan
i ... | Belum Ditetapkan
i'
Bangunan Cagar Budaya Sudah Ditetapkan
1 Belum Ditetapkan
Struktur Cagar Budaya Sudah Ditetapkan

Belum Ditetapkan

"Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih vang letaknya
berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar Budaya

‘khusus ODCB/CH berupa satuan ruang geografin/Kawasan Cagar Budayn. Plih dan tandui sesual
Keputusan Peretapan Cagar Budays yang masth beriaku -

' Situs Cagar Budaya (1)

Sudah Ditetapkan

Belum Ditetapkan

| Situs Cagar Budaya (2

Sudah Ditetapkan

.. - Belum Ditetapkan
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II DESKRIPSI

Uraian T | vear -in dengan urian deskopsi ODCB/CB yang mencakup:
u«u-ﬂun dengan ODCB/CBY

lokasi dan hnghungan

hubungan dengan ODCB/CB lain

bentuk.

bahan,
| teknolog) / teknik pembuatan

l paya/langgam.

| omamen,

wama,
dan @in sebagainya, disertal sumber date

Kondisi Saat Ini | eev. ini dengan uraian kondisi terkini ODCB/CH pada saat
dilakukan  pendafaran.  Misalnys  kondisi  keutuhan,
kerusakan, perubahan benfuk dan/atau gaya, dan lain
| sebagamnya

Riwayat Pemugaran t ] eee -khusus ODCH/CB berupa bendw, bangunan, atau
strukiur, Pibh dan tandal sesual kondisi ODCB yang akan
dsdaftarkan-

TSejarah ] o -sudmnnummhmbehhn;-th disusun secara
* data-

B Oy -

Status Kepemxhkan I ees ctibukukan dengan melanpirioan salinan bukt
kepemilikan yung sah

b——

' Status Pengelolaan

Narasi Nilai Dl csi dengan  narasi  nda penting/keistimewsan
Penting/ Keistimewaan opcs/ce-

111 | KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN

Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya: (pitih dan beri penjelasan
sesual kapan|

Kritenia Penctapan

| Pasal 5 iharus memenuby semua kriteral

Benda, bangunan, atau struktur dapat
diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur
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| Cagar Budaya apabila memenuhi

| kritena:
a. berusia 50 (lma puluh) tahun atau
‘ lebih;

b. mewakili masa gava paling singkat
{ ‘ berusia 50 (lima puluh) tahun;
¢, memiliki arti khusus bagi sejarah,
ilmu  pengetahuan, pendidikan,
] agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadian bangsa.

Kriteria Kategori Cagar Budaya

Pasal 6 marus memenuhi semua knteria)

Benda Cagar Budaya dapat:

a. berupa benda alam dan/atau benda
| buatan manusia yang dimanfaatkan
oleh manusia, serta sisa-sisa biota
yang dapat dihubungkan dengan
kegiatan manusia dan/atau dapat
dihubungkan dengan sejarah
manusia;

| | b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;
dan

| ¢, merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7 (dapa: memilth semun atau selah satu)

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak;
dan/atau

b. berdiri bebas atau menyatu dengan
formasi alam.

Pasal 8 |dupar memilih semua atau salah satu)

Struktur Cagar Budaya dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak;
dan/atau

b. berdin bebas atau menyatu dengan
formasi alam,

Pasal 9 |harus memenuhi semua kriteria)
Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs
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a. mengandung Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau
Struktur Cagar Budaya; dan

b. berdiri bebas atau menyatu dengan
formasi alam.

Pasal 10 marus memenuhi semua kriterial

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan

sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar
Budaya atau lebih yang letaknya
berdekatan;

b. berupa lanskap budaya hasil
bentukan manusia berusia paling

| sedikit 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki pola yang memperlihatkan

, fungsi ruang pada masa lalu berusia

| paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

d. memperlihatkan pengaruh manusia
masa lalu pada proses pemanfaatan
ruang berskala luas;

e. memperlihatkan bukti pembentukan
lanskap budaya; dan

f. memiliki lapisan tanah terbenam

‘ vang mengandung bukti kegiatan

manusia atau endapan fosil.

’ ' Kriteria Arti Khusus

(hanva dapat diisi jika ODCB tidak memenuhi
kriteria Pasal 5)

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau
satuan ruang geografis yang atas dasar
peneliian memiliki arti khusus bagi
masyarakat atau bangsa Indonesia,
tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat
diusulkan sebagai Cagar Budaya.
Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya
‘ {hanya dapat dis: setelah ada Penetapan Cagar Budaya)

Peringkat Nasional
Pasal 42 (dapat memilih semua atau salah

| saty|
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| Cagar Budayva dapat ditetapkan menjadi
| Cagar Budaya peringkat nasional apabila
| memenuhi syarat sebagai:
a. wujud kesatuan dan persatuan
bangsa;

’ | b. karya adiluhung yang mencerminkan

‘ kekhasan kebudayaan bangsa
Indonesia;

’ c. Cagar Budaya yang sangat langka
jenisnya, unik rancangannya, dan
sedikit jumlahnya di Indonesia;

| d. bukti evolusi peradaban bangsa serta
pertukaran budaya lintas negara dan
lintas daerah, baik yang telah punah
maupun yang masih hidup di
masyarakat; dan/atau

e. contoh penting kawasan
permukiman tradisional, lanskap
budaya, dan/atau pemanfaatan

| ruang bersifat khas yang terancam
punah.

Peringkat Provinsi
| Pasal 43 (dapat memilih semua atau salah satu)
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi
Cagar Budaya peringkat provini apabila
| memenuhi syarat:

a. mewakili kepentingan pelestarian
Kawasan Cagar Budaya lintas
kabupaten/kota;

b. mewakili karya kreatif yang khas
dalam wilayah provinsi;

¢. langka jenisnya, unik rancangannya,
dan sedikit jumlahnya di provinsi;

d. sebagai bukti evolusi peradaban
bangsa dan pertukaran budaya lintas
wilayah kabupaten/kota, baik yang
telah punah maupun yang masih
hidup di masyarakat; dan/atau

e, berasosiasi dengan tradisi yang

\ masih berlangsung.

|

Peringkat Kabupaten/Kota
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Pasal 44 (dapat memilih semua atau salah satu)
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi
Cagar Budaya peringkat kabupaten /kota
apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang
diutamakan untuk  dilestarikan
dalam wilayah kabupaten/kota;
mewakili masa gaya yang khas;
tingkat keterancamanya tinggi;
jenisnya sedikit; dan/atau
jumlahnya terbatas.

Pao g

Kritena Penghapusan

{hanya dapat dist setelah ada Penetapan Cagar Budaya)

|| Pasal 51 (dapat memilik salah satu)

Penghapusan Cagar Budaya dari Register

’ Nasional Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan

apabila Cagar Budaya:

‘ ’ a. musnah;

b. hilang dan dalam jangka waktu 6

| | (enam) tahun tidak ditemukan;

¢. mengalami perubahan wujud dan

\ | gaya sehingga kehilangan
keasliannya; atau

d. di kemudian han diketahui statusnya
bukan Cagar Budaya.

veas st dengan latar belakang dan alasan pemenuhan kniteria
yang dipilsh-

Penjelasan

IV | KESIMPULAN y

— S T S S e ————

Cantoh

Berdasarkan Kajian terhodap data yang tersedia hingga ssat ind, makn Tim Ahli Cagar Budays Provinsi DRI
Jakarts merekomendastkan kepada Gubernur DXl Jakarta agar menetapkan Prasas: Canggal Koleks:
M N 1 Ind: Nomar is D 4 sebagal Henda Cagar Budaya.

V | CATATAN PENGKAJIAN
1% dengan catatan berisi hal-hal yang diperfukan seteluh diakukan kajinn, misalnya pelengkapan data-
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Contoh:

1, Perlu RKADI uralan P
2. Perlu melengkapi foto lama
3. Perlu melengkapl peta del

V1 | CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

I8 Gengan CATATAD TENTARE NAl-Nal yAng periu GUAKUKAD Setolah 1erbiinys Keputusan Penciapan,
Pemetingkatan, dan/atau Penghapusan Cagar Budaya-

) (e '

Contoh.

1. Periu segera dilakukan penyusunan zonasl terhadap Situs Cagar Budaya atau K Cagar v
J |2 Periu melaicul itian arkeologis untk kan sebaran ODCE ) sekitar,

L

| | 3 Porlu segera md‘l'tuiun pemugaran terhadap bangunan,

4 L.
|8 i
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Rekomendasi Penetapan/Pemeringkatan/ Penghapusan
-Nama ODCEB/CB-
sebagai
-Karegori DDCH/CEB-

Disetujui Oleh

li®a nama-nama anggota TACE sesual jumlah dan
beri tanda tangan sebagui bentuk persetujuan)

-Ketua Tim Ahli Cagar Budaya- '
it T RHEL Do D R
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya- .. ... ..
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya- I
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya- |
‘-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya- | ... 1
' -Eggum Tim Ahli Cagar Budaya- ... -"ﬂ[
Tt || e |
Har, tanggal | [ oo e e e dm |
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‘Halaman lampiran Naskah Kajian Penetapan, Pemeringkatan, atau Penghapusan-

|
’ DAFTAR PUSTAKA
|

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

BAGAN ALUR KERJA TIM AHLI CAGAR BUDAYA
I.  Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya untuk Penetapan Cagar Budaya

v La

Hupark Wall hota, Gubermur, atan Mentens { A " Cagar Baday

Pengiriman Serat Rekomendas

Organisasi Perunghkat Dacrah (OFD) Bidang
Kebodayasn Kabupaten'Kota, Provied, stan
Dirchtorat Jenderal

Naskah Kajian

PeaghajianSidang Kajian Tim Abl Cagar

Hodays Kabupaten'hota, Proviosd, atan
Navioal
-
Beum
et Draf Naskah Kajisn PR
Legaar
- Perbaikan dan Pelenghapan Data Ramienges Tim Al Cagar Bodsya Kabepaten/Kots,

Provimsk, atau Nasional

Organisasi Peranghat Dacrah (OPD) Bidang
Dokumen Peodaftaran Cagar Bodaya Kebudayaan Kabupsten Kota, Prosinsi, atan
Direktorat Jenderal

www.peraturan.go.id
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II. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota untuk
Pemeringkatan Cagar Budaya Kabupaten/Kota

v Keputusan Pemeringhatan
Oopai el Kats Cagar Budaya Kabupsten' Kota

Pempiriman Surar Rehumendash

Organisesi Perangkat Daerah (OPD) Bidang
Aebudayaan Kabepaten/Kota

Nuskah Kajian

I

Penghajlan Sidang Kajian Fim AWM Cagar

Buduya Kabuputen Kot
Balum
| eogeap Deal Naskah Kajian ” Lenghao
Lenghay
[ B
> Perbaikan dan Pelenghapan Data Selum Langhap Rapat Prasidang

Tim AN Cagar Budays Kabupsien/hotu

Dokumen Pengusalan Pemeringhatan Cagar

Organisasi Perangkat Daerah (OFD) Bidany
Budiay s Kabupaten Kots

Kebudayaan Kabupaten Kot

www.peraturan.go.id
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Ill. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi untuk Pemeringkatan Cagar
Budaya Provinsi

Lenghan |

Gobernur

Peagiriman Surat Rekowmendas)

Organisast Perangkat Dacrsh (OPD) Bidsog
Kebudaynan Frovinsi

Naskah hajian

Penghajian Nidang Kajlan
Tim AR Cagar Budays Prosind

I

Reputusan Pemeringhatan
Cagar Bodaya Proviesi

Longhsp

Draf Naskah Kajian

¥
!l ongkap

Perhaikan dan Pelenghapan Data

Dokumen Pengosulan Pomeringhatan Cagar
Rodasa Provimsi

Bota Lo 4
e o~ Longuag

Rapat Proskdang
Tim AW Cagnr Budayva Proviosi

5 Organisast Perunghat Dacrah (OFD) Bidang
Kebudayaan Proviesi

www.peraturan.go.id
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IV. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budayva Nasional untuk Pemeringkatan Cagar
Budaya Nasional

Keputusan Pemeringhatan
insers Cagar Budays Naslensl

Pengiriman Surat Rekomendasi

Direktorar Jenderal

Naskah Kojlan

Penghajpan'Sidang Kajlan
Tim AW Cagar Budaya Nasiosal

Belum

Lenghao Dral Nashah Kujlan e Langhag
*
iLwM
L
o Perbaikan dan Pebeaghapan Data Beum Lenghap Rapat Prasidang

Tim Abl Cagar Budays Nasional

Dobuwinen Pengusulan Pomecinghatan € agar -
C Budara Nashonal — Ditchwrat Jenderal

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA DAN SURAT
KETERANGAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

I.  Format Surat Keterangan Status Cagar Budaya
NOMOR: ...

SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA

++ -Bupati/Wali Kot/ Gubernur /Menteri-

dengan ini menyatakan bahwa

vere Nama Cagar Budaya-
telah ditetapkan sebagai
« ~Kategon Cagwr Budayn

berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur/Menteri Nomor: ....
Tentang Penetapan .... sebagai .... dengan Nomor Register Nasional: ....

«ees (kabupaten /kota), ... (tanggal, bulan, tabun)

vers -Nama Bupan/Wali Kota/Gubernur /Menters-

www.peraturan.go.id



2023, No.426
101

www.peraturan.go.id



2023, No.426 102

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR

BUDAYA

FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

SURAT PERMOHONAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN
CAGAR BUDAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon T aee. -ini dengan nama sesiod KTP-
Nomor Induk ! ... i dengan NIK sesuni KTP-

' Kependudukan (NIK)

Nomor Telepon

Nomor Ponsel (handphone)

Umur

Alamat Lengkap

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau pihak yang mengalihkan
kepemilikan, mengajukan permohonan izin pengalihan kepemilikan Cagar
Budaya:

Nama Cagar Budaya
Nomor Register Nasional

kepada

Nama

NIK

Umur

- Alamat

- Nomor Ponsel/HP

vang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau pihak yang menerima
pengalihan kepemilikan. Adapun permohonan izin ini dilakukan
berdasarkan pewarisan/ penghibahan/ penukaran/ hadiah/ penjualan/
pergantian rugi/ penetapan/ putusan pengadilan dari PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA.

Demikianlah surat permohonan izin ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA
dengan sebenarnya. Bila di kemudian hari terdapat kesalahan, PIHAK
PERTAMA bersedia melakukan perbaikan seperlunya.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA DAN KEPUTUSAN
PENCABUTAN STATUS CAGAR BUDAYA

I. Format Keputusan Penghapusan Cagar Budaya

RANCANGAN l
KEPUTUSAN MENTERI ... '
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHAPUSAN STATUS BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN
CAGAR BUDAYA .... nama Cagar Busaya] DARI REGISTER NASIONAL
-MENTERI ...,
Menimbang SR s
b. ...
Ce seee
Mengingat CRED (R
2% vnie
Se<cms
dst.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Ditetapkan di ....
pada tanggal, bulan, tahun
-MENTERI
TTD.
(NAMA)

www.peraturan.go.id
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C. Bila Keputusan Penctapan Status Cagar Budaya Dilakukan oleh
Bupati

RANCANGAN
KEPUTUSAN BUPATI ....
NOMOR .... TAHUN ....

. TENTANG

| PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR .... TAHUN ... TENTANG
PENETAPAN BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN RUANG

GEOGRAFIS ... [nama Cager Budsyw SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR
BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA

BUPATI

Menimbang Sl ke
| FRES
[ SRR

|

Mengingat g Yavanss
3R
NPT

‘ dst.

| MEMUTUSKAN

' Menetapkan

KESATU

KEDUA

 KETIGA

KEEMPAT

I KELIMA

I Ditetapkan di ....

] pada tanggal, bulan, tahun |
BUPAT]-

} l

INAMA)

www.peraturan.go.id
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